
BUPATI PASURUAN 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 13 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 238 

TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti dan menyesuaikan 

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan 

Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024, 

Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 

900.1.15.5/20741/Keuda Tanggal 15 Desember Tahun 2023 

tentang Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

DBH DR, DBHCHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta TDF, 

Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

900.1/1819.A/SJ tentang Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA. 2024, 

Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 100.3.5/2625/SJ 

tentang Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan 

Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

Keputusan Gubemur Jawa Timur Nomor 

100.3.3.1/ 175.KPTS/013/2024 tentang Pagu Definitif Bantuan 

Keuangan Khusus Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kepada Pemerintah Kab/Kota yang diverifikasi oleh 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta 

Karya Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, Surat 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) Pusat Nomor 161/PK.01/Fl/2024 tentang lnformasi 

Pengadaan Paket BKB KIT Stunting Melalui E-Katalog Sektoral 

serta Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 

400.10.2/ 3169 / 112.2/2024 ten tang Penyampaian Pagu 
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Mengingat 

Definitif Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten dan Kota 
Batu untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa pada APBD 
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, maka Peraturan 
Bupati Pasuruan Nomor 238 Tahun 2023 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2024 perlu dilakukan perubahan; 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan untuk menjamin kepastian hukum, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 238 Tahun 2023 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2024; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 
Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 
Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730) ; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahu·n 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat clan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan clan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan clan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan clan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6279); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negera 
Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6909); 

19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) 
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 
76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 186); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

22 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1781); 

23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 
Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana 
Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024; 

24. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 
100.3.3.1 / 175.KPTS/013/2024 tentang Pagu Definitif Bantuan 
Keuangan Khusus Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Kepada Pemerintah Kab/Kota yang diverifikasi oleh 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta 
Karya Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan 
Lemabaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 136); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2009 
tentang Investasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 219); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2023 Nomor 4); 
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28. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 238 Tahun 2023 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 
Nomor 238) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024 (Berita Daerah 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 6); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 238 TAHUN 2023 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 238 Tahun 2023 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 238) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024 (Berita 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 6), diubah sebagai berikut: 

1. Jumlah anggaran yang dilakukan perubahan anggaran adalah se bagaimana 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini; 

2. Beberapa ketentuan dalam Lampiran II yang mengatur mengenai anggaran 
pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diubah sehingga 
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

3. Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut 
dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (DPPA SKPD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­
undangan. 
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

TELAH DITELITI
PEJABAT TANGGAL

Sekretaris Daerah
Asisten PKR
Kepala BPKPD
Kabag. Hukum
Sekretaris BPKPD
Kabid. Anggaran Belanja
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Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Juni 2024

Pj. BUPATI PASURUAN,

                ttd.

      ANDRIYANTO
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Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

             ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 13




